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SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR SUSPECTS WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES WHO FACE THE LAW AT THE INVESTIGATION STAGE

Muhammad Deaz Rizkhan

Faculty of Law, Islam University Of Malang

Individuals with intellectual disabilities (tunagrahita) constitute one of the
groups within society that are particularly vuilnerable to potential violations of
human rights when they come into contact with the criminal justice system,
especially during the investigation stage. Limitations in intellectual functioning,
accompanied by obstacles in communication abilities, often prevent suspects with
intellectual disabilities from fully understanding the legal procedures they are
undergoing. This limitation also includes difficulties in comprehending the rights
they possess as well as the legal obligations they must fulfill during the
examination process. Such circumstances may give rise to investigative practices
that are imbalanced, discriminatory in nature, and inconsistent with the principles
of due process of law and fair trial, which should form the fundamental basis of
the criminal justice process. In practice, suspects with intellectual disabilities are
frequently treated in the same manner as suspects without disabilities, without
any procedural adjustments or the provision of reasonable accommodations. This
condition may lead to examination results that are not entirely objective and may
ultimately disadvantage the legal position of the suspect within the judicial
Process.

From a normative perspective, the Indonesian state has demonstrated its
commitment to protecting the rights of persons with disabilities through various
legal instruments. Such commitment is reflected in Law Number 8 of 2016
concerning Persons with Disabilities, Law Number 19 of 2011 concerning the
ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),
as well as several other regulations related to the fulfillment of the rights of
persons with disabilities within the judicial process. Nevertheless, although this
legal framework has been established, its implementation in law enforcement
practices has not yet been fully effective. This issue is particularly evident during
the investigation stage conducted by law enforcement officials, especially police
investigators.

This research aims to examine in depth the investigative mechanisms
applied to suspects with intellectual disabilities within the Indonesian legal
system. In addition, this study also seeks to analyze the forms of legal protection
that should be provided to such suspects in order to ensure that the criminal
Justice process is carried out fairly.

Keywords: Legal Protection, Suspects with Intellectual Disabilities,
Investigation, Persons with Disabilities.
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REPOSITORY

Penyandang tunagrahita merupakan salah satu kelompok masyarakat
yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap kemungkinan
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ketika berhadapan dengan proses
penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan
pidana. Kondisi keterbatasan intelektual yang disertai dengan hambatan
dalam kemampuan berkomunikasi sering kali membuat tersangka tunagrahita
tidak mampu memahami secara menyeluruh prosedur hukum yang sedang
dijalani. Ketidakmampuan tersebut juga mencakup keterbatasan dalam
memahami hak-hak yang dimilikinya serta kewajiban hukum yang harus
dipenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung. Keadaan ini berpotensi
menimbulkan praktik penyidikan yang tidak seimbang, mengandung unsur
diskriminasi, dan tidak sesuai dengan prinsip due process of law maupun
asas fair trial yang seharusnya menjadi dasar dalam proses peradilan pidana.
Dalam praktiknya, tersangka dengan disabilitas intelektual sering
diperlakukan sama dengan tersangka yang tidak memiliki keterbatasan,
tanpa adanya penyesuaian prosedur atau pemberian akomodasi yang
memadai. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan hasil pemeriksaan yang
tidak objektif dan dapat merugikan kedudukan hukum tersangka dalam
proses peradilan.

Apabila ditinjau dari aspek normatif, negara Indonesia pada dasarnya
telah menunjukkan komitmen dalam menjamin perlindungan terhadap hak-
hak penyandang disabilitas melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku.
Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 yang mengesahkan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD), serta sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Meskipun
kerangka hukum tersebut telah tersedia, implementasinya dalam praktik
penegakan hukum masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini khususnya
terlihat pada tahap penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai
bagaimana mekanisme penyidikan yang diterapkan terhadap tersangka
tunagrahita dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
berupaya menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya
diberikan kepada tersangka tunagrahita agar proses peradilan pidana dapat
berlangsung secara adil,

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka Tunagrahita, Penyidikan,
Penyandang Disabilitas.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki
kondisi serta karakteristik yang beragam. Kelompok ini meliputi individu yang
mengalami berbagai bentuk keterbatasan, seperti disabilitas fisik, disabilitas
mental, maupun disabilitas intelektual. Keadaan tersebut dapat memengaruhi
kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sosial dan berpartisipasi di
dalam kehidupan bermasyarakat. Pada beberapa kasus, keterbatasan yang
dimiliki mungkin hanya memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap
kemampuan individu untuk berinteraksi dan beraktivitas di lingkungan sosialnya.*
Namun dalam kondisi tertentu, disabilitas yang dialami dapat menimbulkan
dampak yang cukup signifikan sehingga penyandang disabilitas memerlukan
dukungan, pendampingan, serta bantuan dari pihak lain guna menjalankan
kehidupan sehari-hari secara lebih optimal.?

Selain itu, penyandang disabilitas pada umumnya menghadapi tantangan
yang lebih besar apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengalami
disabilitas. Tantangan tersebut berkaitan dengan berbagai hambatan yang
muncul dalam mengakses layanan publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh
seluruh warga negara secara setara. Hambatan tersebut dapat terlihat dari

keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga

! Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang
Disabilitas di Kota Malang,” JDS Indonesian Journal of Disability Studies 1, no. 1 (Juli 2014): 27—
37, https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04. Hal 3-4

2 Wahyu Kartiko Utami, “STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA TENGGARA,"” JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL 4, no. 2 (Agustus 2019): 36-47,
https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670. Hal 5-6
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kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.> Kondisi sarana dan
prasarana yang belum sepenuhnya dirancang secara inklusif dan ramah
disabilitas menyebabkan kelompok ini sering kali mengalami kesulitan dalam
memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi
secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas juga masih
kerap menghadapi perlakuan yang kurang adil dari lingkungan sekitarnya. Sikap
tersebut tidak hanya muncul di tengah masyarakat luas, tetapi juga dapat terjadi
dalam lingkup keluarga. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih
dipandang sebagai individu yang selalu berada dalam kondisi sakit, lemah, tidak
mandiri, serta dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi
yang produktif.” Pandangan seperti ini pada akhirnya membentuk stigma sosial
yang melekat pada penyandang disabilitas, sehingga mereka sering ditempatkan
pada posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di samping itu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga masih
menjadi persoalan yang nyata dalam kehidupan sosial. Perlakuan yang tidak
setara kerap terjadi semata-mata karena kondisi disabilitas yang dimiliki oleh
seseorang. Lingkungan fisik maupun sosial yang belum sepenuhnya aksesibel
turut memperburuk kondisi tersebut. Keterbatasan fasilitas umum yang tidak
dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas

menyebabkan ruang gerak serta mobilitas mereka menjadi terbatas. Akibatnya,

3 July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan
Negeri Pekanbaru,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (Januari 2020),
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5. Hal 17

* July Wiarti Jbid, Hal 21
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berbagai aktivitas yang seharusnya dapat dilakukan secara mandiri sering kali
terhambat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung.’

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga.
Masih terdapat sebagian orang tua maupun anggota keluarga yang merasa
enggan atau bahkan malu ketika memiliki anggota keluarga yang menyandang
disabilitas. Sikap demikian biasanya dipengaruhi oleh adanya tekanan sosial
maupun pandangan negatif dari masyarakat terhadap disabilitas. Kondisi
tersebut dapat berdampak pada kurangnya dukungan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi dirinya. Padahal,
dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu
penyandang disabilitas untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan
kemandirian, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.®

anggota keluarga disabilitas, keluarga yang mempunyai anak disabilitas
merasa bahwa anak yang dimiliki merupakan aib yang harus ditutupi Sehingga
ada beberapa kasus yang membuang anak disabilitas nya tersebut maupun
meninggalkan nya di panti asuhan karena malu mempunyai anak penyandang
disabilitas.

Tidak hanya di lingkungan keluarga bahkan Lingkungan sosial di sekitar
penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan
penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya
dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang
disabilitas bahkan ada beberapa masyarakat yang membuat penghinaan

terhadap orang-orang istemewa tersebut, yang membuat penyandang disabilitas

> M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas,” JNKLUSI 1, no. 2 (Juli 2014):
269, https://doi.org/10.14421/ijds.010208. Hal 13-15

® Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Salsabila Nur Shadrina, Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali, no. 2 (2024). Hal 34-35



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

tersebut terkucilkan dari lingkungan sosial nya. disabilitas di tingkat dunia,
stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

Menurut penjalasan dari Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas mengkategorikan golongan daripada disabilitas menjadi
empat macam. Yang pertama disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik yang
dimana memliki gangguan/kelemahan terhadap yang membatasi fungsi fisik dari
satu atau beberapa anggota badan. Yang Kedua ada disabilitas intelektual .
Disabilitas intelektual ini  merujuk terhadap gangguan dengan fungsi dan
keterampilan kognitif termasuk aspek komunikasi sosial dan rawat diri. Ketiga,
disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk ke keadaan
seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (penyakit jiwa). Keempat, disabilitas
sensorik. Disabilitas sensorik merujuk ke gangguan fungsi panca indera, yaitu
gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli). ’

Penyandang disabilitas memiliki pelayanan khusus dari segi pelayanan umum
maupun pelayanan masyarakat sehingga penyandang disabilitas tidak bisa di
perlakukan seperti masyarakat normal. Seperti dalam penangan penyandang
disabilitas yang terlibat dalam pengadilan Akses terhadap keadilan merupakan
hak dasar dan utama bagi setiap manusia, tidak lupa juga bagi penyandang
disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti
harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke seluruh layanan
pengadilan bagi masyarakat penyandang disabilitas. ®

Acap kali dan sering ditemui juga bentuk diskriminasi yang kerap terjadi

ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai

7 Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri
Pekanbaru.”

8 Rima Yuwana Yustikaningrum dan Syamsudin Noer, Ragam persoalan penyandang disabilitas: hak
asasi yang belum terpenuhi, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2023). Hal 43
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pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. dari belumnya memadai
sarana dan prasarana serta desain arsitektur pengadilan yang kurang
mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, bantuan terhadap bantuan
berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan adanya
kesulitan dalam mencari suatu fakta lapangan.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang
disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang
menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak, dan negara berkewajiban
untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang
disabilitas.’

Hak keadilan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah
diatur tersendiri didalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas
pada pasal 9 yang berbunyi “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak: *°

A. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

B. Diakui sebagai subjek hukum;

C. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

D. dilindungi  hak kekayaan intelektualnya. ~Dan banyak lagi

° Thohari, ibid “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas
di Kota Malang.” hal 8

10 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-aspek criminal justice bagi
penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang
Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana : position paper (Pasar Minggu, Jakarta: ICJR, 2015). Hal 2-3



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah

yaitu:

REPOSITORY

1. Apa saja hak-hak tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan menurut

University of Islam Malang

hukum indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tunagrahita
di tingkat penyidikan?
C. Tujuan Penelitian
Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui hak-hak tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan
menurut sistem hukum indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka
tunagrahita di tingkat penyidikan.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
sebagai salah satu sumber referensi ilmiah dalam pengembangan
pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
peran penyidik dalam menangani tersangka Tunagrahita yang berhadapan
dengan hukum tanpa adanya kesewang-wenangan terhadap kaum
penyandang disabilitas tersebut.
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah
sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
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1. Diharapkan dapat membantu serta menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai penangan penyidikan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas,

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu
bahan pembelajaran atau sebagai sumber pustaka bagi semua
pihak yang memiliki permasalahan penilitian yang sama dan
ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam tinjauan penelitian
yang sama.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian bagi
masyarakat untuk mengetahui tindakan yang salah atau benar
dalam penyidikan terhadap penyandang disabilitas .

2. Bagi Penegak Hukum
Diharapkan dapat menjadi masukan untuk para penegak hukum
agar dapat membuat kebijakan bagi aparat penegak hukum
tentang hal-hal yang harus dilakukan dibidang hukum acara
pidana. Dan menjadi acuan dalam menangani penyidikan terhadap
seorang penyandang disabilitas .

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis yang melakukan penilitan
dengan judul “Perlindungan hukum terhadap tersangka tuna grahita yang
berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan”. Menalaah dan mencari
hasil dari penelitian terdahulu yang sama dan dilakukan oleh peneliti sendiri

berdasarkan beberapa buku, jurnal, majalah ilmiah, peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, dan telah dikaji oleh beberapa peneliti yang lain yang
meneliti hal yang sama adalah sebagai berikut:

Penelitian Yang Pertama, Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban
pidana terhadap tunagrahita ringan yang disusun oleh Naufal Aziz Al Fathan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dibuat pada
tahun 2022. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis
dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang penanganan terhadap
Tuna grahita yang sama-sama menjadi pelaku , Dalam penelitian ini adalah
berfokus pada cara penanganan Tunagrahita pada tingkat penuntutan sehingga
dalam penangan tersebut telah tertulis di dalam skripsi tersebut, sedangkan pada
penelitian penulis titik fokusnya ada pada penangan dan prosedur dalam
menangani penyidikan yang melibatkan tersangka tuna grahita.

Penelitian kedua, Skripsi yang berjudul Praktik Mediasi yang melibatkan
penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jakarta Barat Yang Disusun oleh
Alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta Pada Tahun. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian
penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas cara berkomunikasi
dengan benar terhadap tunagrahita sehingga mendapatkan perlakuan yang adil
untuk penyandang tersebut, sedangkan pada penelitian penulis tersebut titik
fokusnya bagaimana agar tunagrahita dapat beracara dalam mediasi dan
menemukan perlakuan yang khusus untuk tunagrahita.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut
dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai

berikut:
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No

PROFIL JUDUL

NAUFAL AZIZ AL FATHAN PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU | TERHADAP TUNAGRAHITA RINGAN
HUKUM  UNIVERSITAS  ISLAM
INDONESIA

2022

ISU HUKUM

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang
disabilitas ringan sebagai pelaku tindak pidana?

2. Bagaimana praktek penegakan hukum oleh hakim pada pelaku
yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan
beberapa putusan?

HASIL PENELITIAN

Praktek penegakan hukum dalam lima putusan yang ada, hakim dalam
mengambil keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan
kemampuan bertanggungjawab dari para terdakwanya. Hal itu bisa dilihat
dari dihadirkannya ahli dalam setiap persidangan. Terdapat tiga putusan
hakim menganggap disabilitas intelektual ringan tidak mampu
bertanggungjawab. Sedangkan dua putusan menganggap disabilitas
intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Metode deskriptif normatif
digunakan dalam empat putusan, sedangkan satu putusan yang 106 lain
menggunakan metode normatif. Untuk menentukan kemampuan
bertanggungjawab yang terkait dengan disabilitas intelektual ringan, maka
hakim perlu menggunakan metode deskriptif normatif, karena metode

tersebut menggunakan kolaborasi anatara dua bidang keilmuan.

PERSAMAAN Terdapat persamaan pembahasan
terkait penilitian yang dimana
pemberian  akomodasi  terhadap
tunagrahita yang berhadapan dengan

hukum

PERBEDAAN Penelitian ini membahas tentang
pertanggung  jawaban  terhadap

tunagrahita yang bermasalah dengan




hukum dalam ranah pengadilan.
sedangkan penilitan saya meneliti
tentang penanganan  penyidikan
terhadap penyandang disabilitas yang
berhadapan dengan hukum
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No PROFIL JUDUL

2. ZIDNI AKMAL HAMDI PRAKTIK MEDIASI YANG
SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM | MELIBATKAN PENYANDANG
NEGERI SYARIF | DISABILITAS DI PENGADILAN
HIDAYATULLAH JAKARTA

AGAMA JAKARTA BARAT

2025
ISU HUKUM

1. Bagaimana proses dan fasilitas yang diberikan Pengadilan Agama
Jakarta Barat terhadap penyandang disabilitas yang beracara
disana?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama
Jakarta Barat dalam menangani penyandang disabilitas yang
berpraktik mediasi?

HASIL PENELITIAN

Proses mediasi untuk penyandang disabilitas tidak jauh berbeda
dengan orang normal pada umumnya, hanya saja disediakan
fasilitas-fasilitas tertentu yang bertujuan membantu penyandang
disabilitas dalam mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jakarta
Barat. Mediasi pada umumnya memiliki proses yang sama baik
pihaknya penyandang disabilitas ataupun bukan penyandang
disabilitas. Akan tetapi, pada prosesnya penyandang disabilitas
terutama yang kesulitan mendengar dan berbicara akan dibantu
oleh anggota keluarga untuk menyampaikan maksud dan
tujuannya, maka ketika terdapat point yang tidak dapat
dimengerti mediator dapat langsung menunda proses mediasi
dan dilanjutkan dihari berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk
pihak penyandang disabilitas dapat berdiskusi dengan anggota

keluarga yang membantunya serta nantinya disampaikan maksud
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dan tujuannya ke mediator. Penyandang disabilitas juga seperti
orang normal dalam melakukan mediasi. Mediator tidak memiliki
kendala berarti dalam menangani penyandang disabilitas yang
berpraktik mediasi karena dibantu dengan pihak keluarga dalam

menyampaikan maksud dan tujuan serta menerima maksud dan
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tujuan dari pihak lawan. Akan tetapi walaupun didampingi
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dengan seseorang dari pihak keluarga atau lainnya proses
mediasi pada penyandang disabilitas memiliki kendala yang sama
dengan orang normal, terkhusus kendala yang sering dialami
adalah 61 komunikasi yang sulit, rentannya terdapat lost control
pada penyandang disabilitas mental, jangka waktu yang lama
karena sulitnya memahami maksud dan kemauan yang ingin
disampaikan penyandang disabilitas, ketidakmengertian pihak
lawan sehingga menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas,
dan mendominasinya pendamping sehingga tidak menghormati

otonomi penyandang disabilitas yang didampinginya.

PERSAMAAN Terdapat persamaan pembahasan
tentang pemberian  akomodasi
serta menyelesaikan permasalahan
yang dialami oleh penyandang
disabilitas

PERBEDAAN Penelitian ini membahas tentang
penanganan perkara yang digugat
dalam perdata melalui mediasi
yang diajukan oleh penyandang
disabilitas

Sedangkan penelitian saya
membahas tentang penanganan
penyidikan yang secara
penyandang disabilitas ikut terlibat
dalam suatu permasalahan hukum

di tingkat penyidikan.
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Sedangkan penelitian ini :

PROFIL JUDUL

MUHAMMAD DEAZ RIZKHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

UNIVERSITAS ISLAM MALANG TERSANGKA TUNA GRAHITA YANG

2026 BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA
TINGKAT PENYIDIKAN

ISU HUKUM

1. Bagaimana prosedur penyidikan yang diterapkan terhadap penyandang
disabilitas ringan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak atas proses hukum yang adil bagi penyandang

disabilitas yang sering sulit menyampaikan keterangannya secara konsisten?

NILAI KEBAHARUAN

Nilai kebaharuan dari penelitian saya yaitu pemberian akomodasi dan
menentukan dan melihat dari kacamata penyidik dalam menangani suatu
perkara yang menyangkutkan seorang penyandang disabilitas dalam
memenuhi suatu penyidikan. Mengikuti KUHAP yang akan disahkan untuk
menangani Tuna grahita yang sedang berhadapan dengan hukum

F. Metode Penelitian
Dalam melengkapi originalitas dari hasil penelitian tugas akhir ini penulis
mengikuti beberapa panduan untuk memenuhi penelitian ini dengan beberapa
cara yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif.
Penelitian hukum normatif adalah penelitian atau pengamatan yang dilakukan
dengan cara menganalisis buku-buku atau refrensi yang sebelum nya telah
dibuat oleh penulis lain. dimana penelitian ini menitik fokuskan pada suatu

pustaka yang menjadi tolak ukur sesuai dengan judul ini sehingga dapat
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memastikan penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang layak. Jenis
penelitian ini digunakan oleh penulis sebab mencakup beberapa penemuan
penelitian yang didapat langsung melalui buku dan didasarkan pada konsep
pemikiran dari penulis-penulis sebelumnya.'! Alasan pemilihan penelitian
hukum normatif adalah karena permasalahan yang dikaji merupakan isu yuridis
konseptual yang membutuhkan penafsiran norma hukum, doktrin Dengan
tujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang telah diberi oleh
negara dalam memenuhi hak-hak dan akomodasi penyandang disabilitas dalam
tingkat penyidikan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber
pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penting untuk
menegaskan bahwa kerangka referensi yang menjadi landasan utama dalam
jalannya penelitian ini.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan oleh penulis dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan metodologis yang terkaji secara seksama dan
berbasis pada kerangka kerja yang kokoh, pendekatan-pendekatan penelitian
yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami
herarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, Metode yang
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji
secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan

11 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), him. 56..



untuk menganalisis dan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan
berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memungkinkan

peneliti untuk menilai sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara
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berbagai peraturan perundang-undangan, baik antar undang-undang itu
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sendiri, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara
regulasi dengan undang-undang. Temuan dari analisis tersebut selanjutnya
dapat dijadikan sebagai landasan argumentatif dalam merumuskan solusi
terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.*?

Dalam penelitian ini penulis menghubungkan beberapa undang-undang
sehingga bisa menemukan hasil pembahasan yang cukup dan saling berkaitan.
Seperti undang-undang dasar yang mengkaji tentang ham. Dan
menyambungkan ke KUHAP. Menyambungkan lagi ke undang-undang nomor 8
tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hasil yang
sempurna.

b) Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian yang menelaah terhadap
kasus-kasus yang ada dan berhubungan dengan penilitan yang ditulis dengan
tujuan untuk memahami penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik,
menganalisis pertimbangan hakim, serta menjadikannya referensi akademis dan
praktik.’* Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus dalam putusan
putusan nomor 16/pid.sus/2019/pn.wsb yang dimana pelaku merupakan tuna
grahita. Dan korban merupakan anak-anak berusia 7 tahun. Didalam kasus

tersebut hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan

12 peter Mahmud Marzuki, Ibid
13 peter Mahmud Marzuki, Ibid., him. 172-173.
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mengatakan pelaku tidak ada kecacatan dan dikatakan seperti orang normal
tetapi saat berkas telah dilimpahkan ke pengadilan baru terungkap bahwa pelaku
merupakan tunagrahita ringan dia beranggapan bahwa dia masih berusia 7
tahun.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan
menggunakan jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier yang dapat diklasifikasikan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini tergolong ke dalam
jenis penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-
norma hukum yang berlaku sebagai dasar penyelesaian terhadap isu hukum
yang diangkat dalam studi ini, Dalam pelaksanaannya, penelitian ini
menggunakan jenis-jenis bahan hukum vyang terdiri dari bahan hukum
primer,bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.yang secara sistematis
dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu materi hukum yang memiliki keabsahan atau
otoritas. Jenis- jenis bahan hukum primer yang dimaksud adalah undang-
undang, catatan resmi (dokumen akademik undang-undang), rekaman legislatif,
dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.'*

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dipilih
secara cermat sebagai titik awal untuk membangun kerangka kerja analisis yang

mendalam, mengisyaratkan kepentingan dalam memperoleh pemahaman yang

14 peter Mahmud Marzuki, Zbid., him. 181.



holistik terhadap subjek yang dipelajari. Bahan hukum primer yang digunakan

oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945

REPOSITORY

2) Undang-Undan No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang hukum
acara pidana

University of Islam Malang

3) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia

4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan convention on
the rights of person with disabilites

5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

6) Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 Tentang perencanaan dan
penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas

7) Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomr 6 tahun 2019
tentang penyidikan tindak pidana

8) Peraturan Presiden No 68 tahun 2020 Tentang komisi nasional disabilitas(
KND)

9) Convention on the rights of person with Disabilites (CRPD)

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam

menentukan arah penulisan. Yang dimana pada bahan hukum sekunder

meliputi beberapa penelitian yang terdahulu seperti:

1) . Buku-buku atau literatur hukum yang membahas terhadap perlindungan
penyidikan dan penghentian penyidikan yang ada dalam prosedur hukum
acara pidana.

2) artikel jurnal ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan
pembahasan dari penelitian ini yaitu pembahasan terhadap prosedur

penanganan penyidikan terhadap penyandang disabilitas.
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3) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.*

c) Bahan Hukum Tersier
bahan hukum tersier meliputi beberapa bahan hukum yang memberikan

petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder

yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, serta sumber
rujukan lain yang membantu dalam memahami terminologi dan juga skema-
skema dasar.'®
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah permasalahan hukum berhasil diidentifikasi, peneliti kemudian
melakukan pencarian dan penelusuran terhadap materi hukum yang memiliki
keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan. Dalam proses tersebut,
peneliti menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan bahan hukum yang
relevan. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh
peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi
institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang
diperlukan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah isu hukum ditetapkan maka peneliti melakukan peneusuran-

penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum vyang relevan terhadap

15 peter Mahmud Marzuki, Zbid., him. 181.

16 willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir | Klinik Hukumonline.” 22
Desember 2022. Diakses Tanggal 3 Oktober 2025.

Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-
[t63a46376c6f72/.



https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
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permasalahan hukum yang sedang dihadapi, setelah bahan-bahan hukum
tersebut terkumpul kemudian peneliti menelaah secara cermat.

Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan logika berfikir
secara metode deduktif, di mana kerangka pemikiran ditujukan ke aspek-aspek
normatif yang terdapat dalam hukum positif, kemudian dihubungkan dengan
konteks permasalahan yang menunjukkan masih ada aktivitas untuk melindungi
hak-hak dari tersangka tunagrahita mengikuti tunagrahita memiliki beberapa hak
yang telah diatur di convention on the right of person with disability tersebut

terwujudnya penegakkan hukum yang ideal yang selanjutnya menemukan
jawaban dari isu hukum yang diteliti kemudian peneliti menarik kesimpulan dan
memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari
penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut

dilakukan.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab,

selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub.
Adapun Perinciannya sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang memberikan suatu ilustrasi ataupun gambaran yang bersifat
general (umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas
penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini pada penelitian yang ditulis menjelaskan beberapa hal
umum yang akan menyelaraskan terhadap pembahasan yang penulis teliti

sehingga akan membuat mengerti peneletian dan pembahasan yang telah
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dikemukakan oleh penulis. Adapun dalam bab ini menjeleskan terhadap
perlindungan hukum yang dimana definisi perlindungan hukum menurut
beberapa ahli.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari
analisis bahan hukum vyang telah dikumpulkan. Pada bab ini dilakukan
pembahasan secara mendalam terhadap rumusan masalah penelitian, khususnya
mengenai hak-hak tersangka tunagrahita dalam proses penyidikan menurut
sistem hukum Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka
tunagrahita pada tingkat penyidikan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini yaitu Bab IV Kesimpulan dan Saran, penelitian ini
melandaskan pada refleksi mendalam atas hasil penelitian yang telah
disimpulkan secara kritis. Dalam menyusun kesimpulan penelitian ini
menegaskan signifikansi temuan-temuan kunci yang telah diungkap serta

menggambarkan implikasi dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Mengikuti hasil dari penelitian normatif dapat dirumuskan kesimpulan inti
sebagai berikut.
1. Hak-Hak Tersangka Tunagrahita Pada Proses Penyidikan Menurut hukum yang
berlaku di Indonesia

Secara normatif, tersangka tunagrahita tetap diposisikan sebagai subjek
hukum yang cakap secara hukum sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang
menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, segala tindakan penyidikan terhadapnya
wajib tunduk pada asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (presumption of
innocence), asas perlindungan hak asasi manusia, serta asas peradilan yang jujur
dan adil (7air tria/). Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewajiban hukum untuk
menjamin bahwa setiap tindakan upaya paksa, pemeriksaan, maupun
pengambilan keterangan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak
melanggar martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa secara sistem hukum Indonesia
telah mengatur secara memadai jaminan hak-hak tersangka tunagrahita dalam
tahap penyidikan. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada kekosongan
norma, melainkan pada konsistensi implementasi dan kepatuhan aparat penegak
hukum terhadap ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Dalam
kerangka negara hukum, perlindungan tersebut merupakan konsekuensi yuridis
yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya proses peradilan pidana yang adil,

manusiawi, dan tidak diskriminatif.
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Dalam konteks tersebut, penyandang tunagrahita yang berhadapan dengan
hukum memiliki sejumlah hak yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum,
antara lain hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum
tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap
penyidikan, hak untuk memperoleh pendampingan dari tenaga ahli yang
memahami kondisi mental atau intelektualnya, serta hak untuk memperoleh
akomodasi yang layak dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penyandang
tunagrahita juga berhak untuk diperiksa secara adil dan manusiawi dengan
memperhatikan kondisi psikologis dan kemampuan intelektualnya, sehingga
setiap tindakan penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan
hak asasi manusia dan asas peradilan yang adil.
2. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Tunagrahita pada Tahap Penyidikan

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap tersangka tunagrahita
bertumpu pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlakuan
yang manusiawi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dioperasionalisasikan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP UU No 20 Tahun 2025 Pasal
146 secara normatif mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan
hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta perlindungan dari
tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan upaya paksa. Ketentuan tersebut
berlaku universal, termasuk terhadap tersangka tunagrahita.

Secara teoritik, perlindungan hukum pada tahap penyidikan dapat
diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif.
Perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban penyidik untuk menyesuaikan

metode pemeriksaan dengan kondisi intelektual tersangka, termasuk memastikan
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pemahaman atas hak-haknya, menghadirkan penasihat hukum atau pendamping
profesional, serta menghindari teknik interogasi yang bersifat sugestif atau
menekan. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme korektif apabila
terjadi pelanggaran prosedural, seperti pengujian keabsahan tindakan upaya
paksa dan potensi pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

B. Saran

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seyogyanya aparat penegak
hukum tidak hanya mempertimbangkan dari sisi etika keadilan saja tetapi juga
mempertimbangkan etika kepedulian sebagai upaya menghormati sisi
kemanusiaan penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap
isu disabilitas maka upaya pemupukan integritas dan kapabilitas aparat penegak
hukum mutlak diperlukan.

Pelayanan prioritas terhadap penyandang disabilitas oleh lembaga hukum
dapat berjalan optimal apabila diberikan anggaran khusus baik yang bersumber
dari anggaran pusat maupun anggaran daerah. Selain penyediaan anggaran,
kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap penyandang
disabilitas mutlak diperlukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan
penyandang disabilitas ketika mengalami perlakuan diskriminasi dan marjinalisasi

Setiap lembaga hukum harus menawarkan program inovasi dan kreasi dalam
melahirkan program-program unggulan untuk penguatan kelompok difabel.
Sistem reward and punishment dapat diberlakukan terhadap lembaga-lembaga
hukum yang peduli dan tidak peduli terhadap isu disabilitas Agar isu disabilitas di
lembaga Peradilan dapat berjalan optimal, Mahkamah Agung sebagai induk
peradilan di bawahnya harus membuat payung hukum dalam bentuk peraturan

yang terkait Tunagrahita ketika berhadapan dengan hukum.
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